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Abstraks

This article discusses about the islamic politic contestations in post-reformation in Indonesia. The phenomenon islamic politic in post-reform  marked by Islamic ideology as the basis of their movement. The Islamic politic contestations post-reformation appear conflict, tension, and also adaptation, harmony, balance. After the fall of the new order, the contestations of islamic organization ideology increasingly show their existence. In the reform era, which was marked by political euphoria and freedom of expression opportunity used by Islamic movement. Their movements are outside of mainstream framework of political process, as well as in the dominant discourse in the Islamic movement. Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad and Salafi represents a new Islamic movement in Indonesia. These new organizations have ideological basic, ideas and movement strategi which is different from previous Islamic organizations.

This research used qualitative method with descriptive analysis approach. Using social movement theory, especially those described by Sidney Tarrow. Tarrow explained, that any social movement made up of three elements: the political opportunities, framing process, and mass mobilization pattern. The research show islamic politic contestations in post reformation namely: first, using political opportunities, underground movement change into a legal movement. Second, framing process by opposed to any thought about western system, such as democracy, nationalism and human rights. third, mass mobilization pattern, which are internal mobilization by intensively cadre and external mobilization by raising awareness of Islamic law enforcment and the caliphate.
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KONTESTASI ISLAM POLITIK PASCA REFORMASI DI INDONESIA
Abstraks

Tulisan ini membahas tentang kontestasi Islam politik pasca reformasi di Indonesia. Fenomena Islam politik pasca reformasi ditandai dengan Islam dijadikan sebagai dasar ideologi perjuangan mereka. Dalam perkembangannya kontestasi Islam politik menimbulkan pertentangan, ketegangan, konflik di satu sisi dan penyesuaian, harmoni, keseimbangan di sisi lain. Pasca kejatuhan penguasa Orde Baru 21 Mei 1998, kontestasi ragam organisasi Islam ideologis kian menunjukkan eksistensinya. Di era reformasi, yang ditandai dengan euphoria politik dan terbukanya kran-kran kebebasan berekspresi dimanfaatkan benar-benar oleh berbagai gerakan Islam politik.. Gerakan mereka berada di luar kerangka mainstream proses politik, maupun wacana dalam gerakan Islam dominan. Kelompok-kelompok HTI, MMI, FPI, Lasykar Jihad dan Salafi merupakan representasi baru gerakan Islam di Indonesia. Organisasi-organisasi baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam yang ada sebelumnya. 

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teori yang digunakan adalah teori gerakan sosial terutama yang dijelaskan oleh Sidney Tarraow. Tarrow menjelaskan, bahwa dalam melakukan sebuah gerakan untuk meloloskan tujuan-tujuannya, maka setiap gerakan sosial terdiri dari tiga unsur yang tidak bisa dipisahkan: peluang politik yang tersedia, framing proses, dan pola mobilisasi massa.  Hasil penelitian ini menunjukkan fenomena kontestasi Islam politik pasca reformasi yakni: pertama, memanfaatkan peluang politik, yaitu peluang reformasi untuk mengakhiri gerakan bawah tanah menjadi gerakan legal sehingga dapat bergerak dengan leluasa. Kedua, memobilisasi struktur, yang terdiri dari mobilisasi internal dengan melakukan pengkaderan secara intensif dan mobilisasi eksternal dengan menyuarakan penegakan syariat Islam dan khilafah. Ketiga, framing proses gerakan, yakni dengan cara melakukan pergolakan pemikiran dengan menentang segala pemikiran dan sistem dari Barat, seperti demokrasi, nasionalisme dan HAM. 

Kata Kuci: Kontestasi, Islam Politik, Political Opportunity, Mobilisasi Massa, Framing Proses, 
Tema: Religion, Civil Society and State
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A. Pendahuluan 

Kontestasi Islam politik dalam percaturan politik di Indonesia tidak akan pernah surut. Agama di satu sisi seolah hanya mengatur kehidupan spritualitas manusia dengan Tuhanya  tanpa sangkut pautnya dengan kehidupan sosial, politik dan bernegara di Indonesia sama halnya dengan ibarat jauh panggang dari pada api. Dinamika hubungan agama dan negara akan selalu mewarnai dalam percaturan politik Indonesia dimasa depan. Banyak hal yang bisa menjelaskan persoalan ini, mulai dari faktor sosiologis, historis, ideologis, dan politis. 

Wacana Islam politik di Indonesia hampir selalu menarik perhatian banyak kalangan. Alasannya sederhana selain Islam merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, Islam juga merupakan salah satu kekuatan politik yang menentukan dalam percaturan politik bangsa. Karena itu, kaitan antara Islam dan politik senantiasa memperlihatkan catatan penting khususnya dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Perdebatan tentang dasar negara menjelang dan pasca kemerdekaan republik ini merupakan catatan yang sulit dilepaskan dari perjalanan sejarah Islam politik berikutnya. Ketika sejumlah pasal UUD 1945 diamandemen mengikuti era baru politik Indonesia, muncul pula ke permukaan isu sejarah lama yang menggarisbawahi cita-cita politik Islam yang pernah mengemuka hangat dalam majelis konstituante. Bahkan, partai-partai politik yang lahir setelah berakhirnya kekuasaan orde baru, banyak di antaranya yang masih kuat mengikatkan salah satu akar kepengikutannya pada komunitas Islam. 
Islam merupakan salah satu kekuatan politik dalam percaturan politik Indonesia. Pancasila sebagai raison d’etrenya adalah dasar negara yang bersifat final dalam konstitusi bangsa Indonesia. Di satu sisi keanekaragaman, agama, adat, suku, etnis, dan bahasa merupakan kekayaan dan anugerah yang bisa disatukan dibawah naungan pancasila yang didirikan oleh para founding father terhahulu. Namun di sisi lain, ada kecendrungan, kontestasi Islam politik tetap menyimpan niat terselubung untuk menggantikan pancasila dengan ideologi Islam.

Kejatuhan Soeharto merupakan momentum dalam mendirikan perkumpulan bagi kelompok Islam politik. Pada enam bulan pertama transisi politik tidak kurang dari 200 organisasi massa dan partai politik didirikan. Mereka mewakili berbagai kelompok dan golongan dari konservatif dan puritan, moderat, sampai ke liberal dan sekuler. Selain itu organisasi massa berbasis aktivisme agama atau bertujuan lain secara sporadis juga jamak didirikan.
 


Islam politik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah gerakan yang menjadikan agama sebagai dasar perjuangan mereka. Istilah Islam politik beberapa pemikir, ada menyamakannya dengan sebutah istilah islamisme, atau Islam politik. Yaitu gerakan yang menjadikan Islam sebagai dasar perjuangan mereka, dan memahami agama mengatur seluruh kehidupan masyarakat termasuk negara. Islam politik yang dimaksudkan adalah digunakan untuk menunjuk pada kegiatan atau organisasi-organisasi yang menggerakkan tanda dan simbol dari tradisi Islam. karena Islam sejak awal lahirnya sudah diangggap sebagai agama politik. Sebagian orang percaya bahwa pada dasarnya Islam politik tidak dapat memisahkan antara agama dan politik. Istilah ini juga dipakai untuk menunjuk pada aktivisme politik yang melibatkan kelompok-kelompok informal yang membentuk kembali repertoire dan bingkai bingkai rujukan dari tradisi Islam.
 


Keterbukaan politik dan bergesernya rezim otorotarian menuju rezim demokratis seakan menjadi karpet merah bagi menguatnya agregasi kontestasi Islam politik diranah publik. “Ruang publik” adalah ruang dimana setiap orang tanpa melihat agama, suku, ras maupun golongan dapat melakukan kontestasi secara bebas dan fair. Ruang publik adalah kesamaan dan kesetaraan pola relasi masing-masing pihak yang terlibat dalam kontestasi tersebut. Dengan demikian, dalam konteks politis, ruang publik dapat dipahami sebagai ruang untuk warga negara, yakni individu bukan sebagai anggota ras, agama atau etnis, tetapi sebagai anggota politis atau rakyat (demos). Ruang publik bukanlah institusi atau organisasi, tetapi lebih, mengutip terminologi Habermas, sebagai jaringan yang amat kompleks untuk mengkomunikasi gagasan, opini dan aspirasi. Setiap komunitas dimana di dalamnya dibahas norma-norma publik, secara otomatis akan menghasilkan ruang publik. Karena itu, dalam negara demokratis, banyak terdapat ruang publik. Dalam konteks ini, makna ruang publik bisa kabur, penuh kompetisi, bahkan anarkhis, meskipun hal itu tidak berarti tanpa aturan. Dengan demikian, terma “publik” sendiri meniscayakan pemilahan tema-tema dan alasan-alasan rasional dalam masyarakat. Semenjak dihapuskan azas tunggal pancasila kontestasi Islam politik semakin menegaskan existensi mereka baik melalui mekanisme formal dengna mendirikan partai politik berbasiskan Islam, maupun kelompok gerakan non formal dengan mendirikan ormas-ormas Islam.
 


Kontestasi Islam politik pasca reformasi bergerak dalam bentuk mekanisme formal-legal dengan cara mendirikan partai politik Islam. Di sisi lain, Gerakan mereka berada di luar kerangka mainstream proses politik, maupun wacana dalam gerakan Islam dominan. Kelompok-kelompok yang berkepentingan sebagai kontestan, dalam kontestasi ruang publik politik tersebut diantaranya, Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indinesia, Front Pembela Islam, Lasykar Jihad dan Salafi merupakan representasi generasi baru gerakan Islam di Indonesia. Organisasi-organisasi baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam yang ada sebelumnya. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih militan, skripturalis, konservatif dan eksklusif.
 

Kontestasi Islam politik tersebut bersifat solid memiliki jaringan paling luas (internasional) di antara gerakan-gerakan baru yang getol berjuang menegakkan syariat Islam tersebut bercita-cita menegakkan syariat Islam tapi juga mendirikan khilafah Islam. Kontestasi gerakan Islam politik memiliki basis massa pada kelompoknya masing-masing, hanya belakangan dalam menyebarkan gagasannya dibungkus (memanipulasi dirinya) alam gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar, seperti yang dilakukan Muhammadiyah dan NU.

B. Metode 


Metode dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran data tertulis (kepustakaan) dengan menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan materi-materi penelitian. Data-data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder tersebut diverivikasikan untuk menguji validitasnya. Data primer diperoleh dari buku yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti, publikasi, atau penerbitan resmi institusi atau lembaga dan tokoh-tokoh struktural dan kulturual gerakan mereka. Selain itu, data-data tersebut didukung oleh data sekunder yang terdiri dari karya-karya yang dalam bentuk buku, disertasi, tesis, laporan penelitian, jurnalistik yang diterbitkan terkait dengan tema penelitian. 
C. Memahami Islam Politik dalam Perpektif Gerakan Islam Kontemporer

a. Gerakan Sosial 


Para ilmuwan sosial dan politik berbeda pendapat mengenai apa itu gerakan sosial dan bagaimana kita mempelajarinya. Beberapa sarjana menekankan aspek organisasi dan tujuan dari gerakan gerakan sosial. Michael Useem, misalnya, mendefinisikan gerakan sosial sebagai “tindakan kolektif terorganisasi, yang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan sosial.” John

McCarthy dan Mayer Zald melangkah lebih rinci, dengan mendefinisikan gerakan sosial sebagai “upaya terorganisasi untuk mengadakan perubahan di dalam distribusi hal-hal apa pun yang bernilai secara sosial”. Sedangkan Charles Tilly menambahkan corak perseteruan (contentious) atau perlawanan di dalam interaksi antara gerakan sosial dan lawan-lawannya. Dalam definisinya, gerakan-gerakan sosial adalah “upaya-upaya mengadakan perubahan lewat interaksi

yang mengandung perseteruan dan berkelanjutan di antara warganegara dan negara.”

Kata “gerakan” menunjukkan orang yang tengah bergerak menolak tatanan yang ada dan mencari tatanan yang baru. Kata movement dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata kerja Prancis lama, movoir, yang berarti bergerak, mengobarkan, atau mendorong. Sedangkan menurut kamus Oxford, istilah “gerakan” menunjukkan serangkaian aksi dan usaha seseorang untuk mendapatkan sebuah tujuan khusus.

Dengan bahasa yang sama, Turner dan Killian, mendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah tindakan kolektif berkelanjutan untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau organisasi yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Dalam perkembangan mutakhir, suatu gerakan sosial selain memiliki bentuk-bentuk gerakan yang tidak melembaga, juga merupakan gerakan yang terorganisasi, berkelanjutan, dan tantangan kesadaran diri yang menunjukkan bagian identitas dari para pelakunya.

Dalam pengertian lain, gerakan sosial merupakan tindakan atau agitasi terencana yang dilaksanakan oleh kelompok tertentu disertai program terencana untuk menciptakan suatu perubahan, namun adakalanya gerakan sosial juga bertujuan mempertahankan kemapanan sosial. Dengan demikian, konsepsi sentral sebuah gerakan sosial adalah berbagai perilaku kelompok yang diarahkan dalam suatu cara yang disetujui bersama untuk mewujudkan sebuah perubahan sosial. 

Dengan demikian, gerakan sosial akan terbentuk jika ada aksi kolektif yang mampu menciptakan sebuah kepentingan dalam sejumlah orang yang cukup besar. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa sebuah perubahan tanpa memengaruhi atau berusaha memengaruhi struktur sosial tidak akan menciptakan sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial menyebarkan sebuah karakteristik umum: kekecewaan terhadap sistem yang ada dan berusaha membangun sebuah sistem yang lebih memuaskan. Sistem tersebut merupakan manifestasi berbagai perjuangan alternatif yang dilakukan pelakunya. Sistem tersebut juga berusaha membuka kedok proses-proses sosial yang sudah terjadi.

Selain itu gerakan sosial juga mempunyai ciri
 pertama memanfaatkan peluang politik (political `opportunities). Yaitu bahwa gerakan sosial terjadi karena disebabkan oleh perubahan dalam strtuktur politik yang dilihat yang dilihat sebagai keasempatan. Perubahan tersebut terjadi dalam bentuk ketika tingkat akses terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan, ketika keseimbangan politik sedang tercerai berai sedangkan keseimbangan politik baru belum terbentu. Ketiga para elit politik mengalami konfik besar dan konflik tersebut dimanfaatkan para pelaku perubahan sebagai kesempatan. 

 Kedua memobilisasi struktur (mobilizing structures). Yaitu  kesadaran kolektif baik formal dan juga informal. Melalui kesadaran ini masyarakat memobilisasi dan berbaur dalam aksi bersama. Konsep ini berkonsentrasi kepada jaringan informal, organisasi gerakan sosial dan kelompok kepentingan. 

Ketiga proses framing. Yaitu melakukan penyusunan proses gerakan (framing process). Pelaku perubahan melakukan tugasnya dalam mencapai suatu gerakan sosial dengan membuat framing  masalah-masalah sosial dan ketidakadilan. Framing membuat orang mampu memformulasikan sekumpulan konsep untuk berpikir dengan menyediakan skema interpretasi terhadap masalah dunia. 
b. Islam politik

Istilah ini digunakan untuk mennjukan pada kegiatan-kegiatan organisasi yang menggerakkan dan mengajak (mengagitasi) diwalaya politik, yang menggunakan tanda dan symbol-simbol dari tradisi Islam. Isitilah ini juga dipakai untuk menunjukkan pada aktivisme politik yang melibatkan kelompok informal yang membentuk kembali repertoire dan bingkai-bingkai rujukan dari tradisi Islam, itulah yang disebut dengan muslim politic.
 

Sementara itu, Oliver Roy menyimpulkan bahwa gerakan Islamisme telah mengalami pergeseran dan kehilangan karakter revolusionernya, tidak lagi radikal dan telah menjadi sekedar pengelompokkan semacam neo-fundamentalisme. Ada bukti bahwa Islamisme telah bertranformasi dalam apa yang disebut sebagai proletarianisasi-tergumpal dari gerakan ini dan Islam dalam demokratisasi masyarakat mereka. Dia memahami bahwa neo-fundamentalisme dalam arti aktivisme yang berpusat pada moralitas telah menjadi lazim dalam gerakan ini. Ini menandakan bahwa dikalangan Islamis berkembang pemikiran dan gerakan yang dokus pada penerapan syari’at Islam dari pada upaya mewujdukan bentuk politik baru, model-model masyarakat baru, atau sebuah agenda untuk masa depan yang lebih cerah. Di Timur Tengah, kaum Islamis tidak pernah berusaha mewujudkan sebuah masyarkat baru dan apalagi landasan politik baru. Kegagalan kaum islamis berakar pada tendensi mereka untuk meyebaruluaskan kebajikan dengan mewujudkan masyarakat yang baik.

Fazlur Rahman menggunakan tema revivalisme Islam (Islamic Revivalisme) untuk menunjuk fenomena munculnya gerakan keagamaan Islam kontemporer. Sebuah gerakan yang sesungguhnya tidak monolitik, tidak tunggal, dan bertingkat-tingkat. Menurutnya keragaman, dan gradasi-gradasi aktivitas kebangkitan Islam ini tercermin dari kosa kata Arab yang digunakan untuk mengambarkan kebangkitan Islam, baik perorangan maupun kelompok.  Mereka ada yang menyebut dirinya sebagai Islamiyah atau ashliyah (orang Islam yang asli). Mukminin atau mutadayyinin (orang beriman yang shaleh). Mereka juga memakai kosakata yang berkonotasi ajaran dan gerakan, seperti  Al-Ba’at Al-Islamy (kebangkitan kembali Islam), asy-syahwah al-Islamiyah (kebangkitan Islam), Ihya ad-Din (menghidupkan agama), dan al-Ushulliyyah al-Islamyah (Fundamentalisme Islam). Kosa kata ini dipakai dalam pengertian “usaha mencari keyakinan-keyakinan yang fundamental, dasar-dasar komunitas dan pemerintahan Islam dan dasar-dasar hukum syari’at.

Kebangkitan Islam sebagaimana menggambarkan tingginya kesadaran umat Islam dikalangan umat Islam. Bentuk lain Islam yang merakyat ini ditunjukkan dengan menyebarnya masyarakat yang dipenuhi kebajikan dan persaudaraan serta ketaatan yang mencolok untuk mempraktekkan ajaran-ajaran Islam. Pada umumnya, kecedrungan ini ditandai pasivitas politik, kecuali ada dorongan dari pemerintah atau pihak musuh dari luar.

Akan tetapi, dalam lingkungan kebangkitan Islam ini, terdapat serangkaian aktivisme keagamaan yang melibatkan kelompok-kelompok Islam militan. Kelompok militan ini memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi, berlawanan dengan negara dan unsur-unsur penguasa serta lembaga-lembaganya. Antara pendukung gerakan kebangkitan kebangkitan Islam yang lebih luas dengan kelompok militan ini terjadi hubungan simbiotik dimana kelompok militan akan mudah melakukan rekrutmen anggota-anggota baru dan mudah pula bersembunyi dibalik gerakan kebangkitan Islam ketika berkonfrontasi dengan penguasa. Oleh karena itu, tidak heran jika gerakan kebangkitan Islam dianggap sebagai suatu rangkaian kesatuan yang dinamis antara spritualisme pasif-apolitis dengan militasnsi dan radikalisme. Oleh karena itu, cakupan dan kebangkitan yang luas itu, istilah revivalisme, islamisme, dan fundamentalisme sering digunakan secaa bergantian dalam literature pemikiran politik

Konsep lain yang menjelaskan fenomena Islam politik adalah Islamisme. Oliver roy menggunakan terma Islamic dan neo-fundamentalisme untuk menyebut gerakan Islam yang berorientasi pada pemberlakuan syari’at Islam. Roy menyebut gerakan Islam yang menjadikan Islam sebagai idiologi politik dengan sebutan Islamisme. Sedangkan gerakan Islamisme yang telah mengalami pergeseran ke-arah pasivitas politik disebut dengan neo-fundamentalisme. Seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jama’ati Islami, dan Islamic Salvation Fron (FIS) sebagai representasi dari terma yang digunakan.

Istilah Islamisme juga menunjukkan dua fenomena sekaligus, baik politik Islamis maupun re-Islamisasi, sebuah proses pada domain yang beraneka ragam dari kehidipan sosial yang diselubungi oleh tanda dan lambang yang diasosiasikan dengan tradisi budaya Islam. Proses ini meliputi pemakain jilbab, kebutuhan yang makin besar pada bacaan Islam dan komoditi agama lainnya, penampakan simbol-simbol identitas keagamaan, pembingkaian kembali aktivitas ekonomi dengan terma-terma Islam. Belakangan ini re-islamisasi dimaknai secara lebih luas dari Islamisme dan kadang-kadang dibedakan dengan Islamisme. Sebab Islamisme tidak semata-mata ekspresi dari proyek politik, tetapi juga meliputi penggunaan kembali bingkai dengan referensi Islam diwilayah sosial dan kebudayaan. Re-islamisasi sebagai penyataan akan hasrat untuk mewujudkan kembali keteraturan moral berdasarkan keketatan. Keteraturan ini merupakan produk kontemporer yang berusaha mengatur hubungan sosial di atas dasar pengawasan tingkah laku individu. Re-islamisasi merupakan pendahuluan dari islamisme dan menyajikan sebuah kata yang dipakai, baik oleh pendukung maupun lawan Islamisme.
 
D. Kontestasi Islam Politik Pasca Reformasi

Runtuhnya konstruksi kekuasaan Orde Baru membuka setitik asa Islam politik untuk bernafas dan menata ulang strategi perjuangannya. Konsolidasi antar elemen dan tokoh Islam pun diperkuat demi mencapai peluang formalisasi syariat Islam dalam negara. Bergulirnya era reformasi, perjuangan kembalinya Piagam Jakarta sebagai tujuan utama ditempuh melalui dua jalur: 

Pertama jalur politik melalui papol di parlemen Kedua jalur organisasi politik Islam. Perjuangan kekuasaan jalur politik mencapai momentumnya ketika diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) perdana reformasi pada 1999. Beragam partai politik yang saat itu terdiri dari 141 parpol yang terdaftar di Departemen Kehakiman, berkontestasi untuk meraih dukungan menuju kekuasaan. Dari 141 parpol, 48 parpol ditetapkan lolos dalam kontestasi, dan 20 parpol diantaranya adalah partai Islam. Namun setelah pemilu usai, partai politik Islam tetap saja tidak mengalami kemajuan berarti dari segi perolehan suara. Pada pemilu 1999, partai-partai Islam termasuk di dalamnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) jika semua digabung hanya memperoleh total suara sebesar 37,19% (Umar, 2004). 

Kekalahan partai-partai Islam—meskipun PKB dan PAN tidak secara eksplisit menyatakan sebagai partai Islam—terhadap partai-partai nasionalis Golkar dan PDI-P pada pemilu 1999 tidak membuat kelompok Islam politik putus asa.. Kegagalan dalam pemilu 1999 membuat parpol Islam tetap konsisten memperjuangkan syariat Islam pada momen-momen selanjutnya. Peluang politik untuk memperjuangkan Piagam Jakarta dan formalisasi syariat Islam kembali terbuka dengan amandemen UUD 1945 dalam Sidang Tahunan MPR 2000 dan 2001. Praktis, parpol Islam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan (PK) bersatu dan berkoalisi untuk mewujudkan cita-cita Piagam Jakarta. Ketiga partai ini mendesak MPR untuk segera mengesahkan Piagam Jakarta tetapi mendapat penolakan oleh fraksi-fraksi lain di MPR. Tak hanya itu, massa dari NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi massa maenstrim moderat berunjuk rasa menentang amandemen UUD 1945 yang ingin mengembalikan isi Piagam Jakarta. Akibatnya perjuangan di Sidang Tahunan MPR kembali kandas. 

Pada Sidang Tahunan MPR 2002, isu penerapan syariat Islam dan Piagam Jakarta kembali mencuat. Kali ini tak hanya PPP, PBB, dan PK yang mendesak pemberlakuan tersebut tapi juga didukung penuh oleh beberapa kelompok Islam ideologis lainnya seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Tiga organisasi Islam ini dikenal sebagai kelompok yang paling getol menyuarakan penegakan syariat Islam dan Khilafah di Indonesia. Namun, perjuangan di parlemen kembali kandas lantaran perdebatan yang sangat sengit terutama penolakan dari partai yang mengusung ideologi nasionalis sekuler. Pemilu 2004 yang dianggap pemilu paling demokratis karena calon Presiden dan Wakil Presiden langsung dipilih oleh rakyat, membangkitkan optimisme parpol Islam akan imaji kemenangan. Fakta di lapangan, pemilu 2004 setelah diidentifikasi ternyata hanya dua parpol Islam yakni PPP dan PKS yang lolos electoral threshold. Sementara dua parpol PKB dan PAN merupakan basis massa ormas terbesar NU dan Muhammadiyah, tapi tidak secara tegas mendukung penerapan syariat Islam, bahkan menolak formalisasi syariat Islam. Pada pemilu legislatif PPP hanya meraih 8,15% suara, PKS 7,34% , PBR 2,44%, Partai Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI) 0,79% (Umar, 2004). Jika ditotal seluruhnya parpol Islam hanya memperoleh 21,4% suara. Jika suara keempat parpol tersebut digabung dengan parpol PKB 10,57% dan PAN 6,44% untuk pemilu legislatif maka diperoleh 38,41% suara. Memang angka tersebut jauh meningkat dibanding pemilu 1999, tapi tetap parpol Islam maupun berbasis Islam tak ada yang memperoleh suara mayoritas. Artinya, parpol Islam tetap berada di bawah suara parpol nasionalis sekuler seperti Golkar dan PDI-P. 

Dari fakta yang ada, dapat dikaji bahwa sikap parpol Islam yang notabenenya memperjuangkan formalisasi syariat Islam dalam kehidupan bernegara masih ambivalen atau mengalami disorientasi mengenai posisi Islam dalam negara. Namun, meski demikian, parpol Islam dan organisasi politik Islam harus tetap optimis bahwa perjuangan penegakan syariat Islam tidak boleh berhenti di Indonesia dan seluruh dunia sampai kapan pun. Berdasarkan deskripsi di atas tampak perjuangan parpol Islam lewat jalur parlemen (parpol) sejak 1999 hingga 2004 belum mencapai terminal terakhir. Momentum pemilu 2009 mendatang menjadi saksi sejarah parpol Islam dan berasaskan Islam, apakah mampu memperoleh suara mayoritas atau akan mengulang sejarah pemilu-pemilu sebelumnya. 

Kedua Imaji kemenangan itu tak pernah padam. Pasca kegagalan Islam politik di parlemen tak membuat kelompok Islam surut. Mereka semakin solid dan kreatif memodifikasi perjuangan menjadikan Piagam Jakarta dan syariat Islam sebagai dasar bernegara. Perjuangan melalui organisasi politik non-parlemen pun ditempuh. Sebab di era reformasi inilah umat Islam menambatkan harapan dan peluang baru penerapan syariat Islam dan Khilafah (Rasyid, 2001). Momentum reformasi ternyata memantik semangat perjuangan organisasi politik Islam seperti HTI, MMI, FPI, dan Ahlus Sunnah Wal Jamaah untuk memperkuat barisan kekuasaan menerapkan syariat Islam di Indonesia. Namun, dari beberapa organisasi politik Islam ideologis di atas, HTI dan MMI dianggap sebagai organisasi Islam ideologis yang cukup fenomenal dan kontroversial dalam ranah politik Islam di Indonesia saat ini. Sebab, kedua organisasi ini paling getol dalam memperjuangkan penegakan syariat Islam dengan strategi memobilisasi sumber daya yang solid dan militan di setiap arena kekuasaan demi mencapai kekuasaan simbolik dan substantif (politik). Selain itu, kedua organisasi ini juga tersebar ke seluruh nusantara. Kontestasi Islam politik pasca reformasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme memanfaatkan peluang poliitk, memobilisasi struktur dan melakukan framing proses gerakan.
1. Memanfaatkan Peluang Politik (Political Opportunities) 
Dalam memanfaatkan peluang politik ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik yang ada di Indonesia. Menurut Samuel P. Huntington, akan selalu ada sebuah kegembiraan dan semangat yang besar jika ada sebuah rezim yang telah berkuasa dengan otoriter runtuh. Begitu juga ketika Orde Baru ambruk yang ditandai dengan berhentinya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan kemudian memasuki masa transisi. Kegembiraan dan semangat yang besar ini didasari oleh impian akan lahirnya sebuah tatanan baru menggantikan tatanan lama yang memang rusak. 

Proses terjadinya peluang atau kesempatan politik ini diawali dengan: pertama, adanya legitimasi terhadap negara yang berkurang sehingga rakyat mampu menyusun gerakan dan juga identitas kolektif. Kedua, terdapat erosi dalam tubuh kekuasaan negara itu sendiri sehingga membuat rakyat semakin tidak percaya dan kemudian menggerakkan gerakan moral menentang kekuasaan lewat aksi protes dan demonstrasi. Dan ketiga, dari kondisi pertama dan kedua di atas, akan muncul berbagai mobilisasi gerakan sosial yang ikut mendorong dan memperkuat proses ke arah transisi atau perubahan yang diinginkan. 

Ketiga hal inilah yang dialami oleh Orde Baru. Dengan adanya mobilisasi gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa, Soeharto sebagai ikon Orde Baru pun meletakkan jabatannya sebagai presiden, dan ini kemudian menjadi pertanda bahwa rezim Orde Baru telah hancur. Kondisi inilah yang bisa disebut sebagai peluang politik yang sangat vital dan urgen untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, tidak terkecuali kelompok Islam politi. Kelompok Islam poliitk ini pun bergerak dan membangun organisasi yang sanggup memobilisasi massa untuk melakukan perubahan secara sistemik. 

Setelah sekian lama terkungkung dan berkutat dalam gerakan bawah tanah, gerakan Islam politik  muncul mengemuka menjadi sebuah organisasi gerakan yang mempunyai platform atau ideologi yang sangat jelas dan gamblang serta diekspos secara luas, yakni menegakkan syariat Islam dan membangun khilafah islamiyah. Namun yang pasti, tahap peluang politik ini merupakan tahap penjajagan untuk membentuk sebuah organisasi yang mapan dan mampu menancapkan eksistensinya secara lebih kokoh dan terorganisasi secara mantap. Dan biasanya, tahap peluang politik ini selalu disertai dengan berbagai protes dan demonstrasi menentang segala hal yang menurut anggapan kelompok Islam politik bertentangan dengan ajaran Islam. memanfaatkan peluang politik yang ada untuk memberi tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemerintahan dan sistem yang ada. 

Dalam melakukan aktivitas protes atau demonstrasi ini harus melihat unsur-unsur struktural. Jika unsur strukturalnya sangat kuat, maka aktivitas protes atau demonstrasi sebaiknya tidak dilakukan; begitu juga sebaliknya, jika lemah, maka itulah peluang politik yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal inilah yang dilakukan gerakan Islam politik selama keberadaannya di Indonesia. Selama kekuasaan rezim Orde Baru yang sangat kuat, Islam politik melakukan gerakan bawah tanah dengan berusaha mengonsolidasikan kekuatan secara internal dan penguatan basis massa agar menjadi kader yang militan dan penuh dedikasi. Namun setelah rezim Orde Baru tumbang, Islam politik bergerak dan mengorganisasikan diri dan kekuatannya secara nyata melalui serangkaian gerakan sosial serta aksi protes namun simpatik yang terus terjalin dan teraut mengikuti kondisi dan situasi yang ada. Di samping juga bergerak untuk menyosialisasikan segala bentuk program dan visi-misi organisasi secara kontinu dan bertanggung jawab secara terbuka kepada publik. 

Islam politik memanfaatkan reformasi sebagai peluang politik (political opportunity) dan sebuah kesempatan emas untuk menyuarakan ide-idenya tentang wajib dan pentingnya menegakkan syariat Islam dan khilafah bagi umat Islam secara massif dan terbuka. 

Berkat berkah reformasi, gerakan Islam politik tumbuh seperti cendawan dimusim hujan. Mereka berkembang dengan pesat di Indonesia. Dengan adanya kebebasan berekspresi dan beraktivitas politik –berserikat dan berkumpul- di era reformasi, mereka leluasa dalam mengadakan berbagai aktivitasnya untuk berdakwah mewujudkan tegaknya syariat Islam dan khilafah dan juga melakukan rekrutmen anggota secara terbuka. 
2. Memobilisasi Struktur (Mobilizing Structures) 
Dalam membahas tentang mobilisasi struktur dalam konteks, kita tidak bisa melepaskan diri dari tiga langkah strategis yang dilakukan oleh Islam politik  dalam rangka memobilisasi gerakannya. Pertama, langkah pembinaan dan pengkaderan (marhalah tastqif); kedua, langkah interaksi dengan umat (marhalah tafa’ul ma’a al-ummah); Yang masuk dalam konteks mobilisasi struktur ini adalah dua langkah pertama, yakni pembinaan dan pengkaderan (marhalah tastqif) dan interaksi dengan umat (marhalah tafa’ul ma’a al-ummah). 

Gerakan Islam politik di Indonesia pun berkembang dengan pesat, dimulai pada tahap pembinaan dan pengkaderan (tatsqif). Pada tahap awal ini, Islam politik dipusatkan pada upaya membangun dan memantapkan kerangka organisasi, memperbanyak pendukung dan pengikut, sekaligus mengkader dan membina para pengikutnya dalam halaqah-halaqah dengan saqafah (pemikiran) Islam. Tahap tasqif (pembinaan dan pengkaderan) Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pada era Orde Baru, perjuangan Islam politik baru sampai pada tahap tasqif (pembinaan dan pengkaderan). Pada pasca reformasi, Islam politik memfokuskan aktivitasnya untuk membesarkan tubuh organisasi (penguatan basis massa) dan menyebarkan ide secara terbuka. 

Dengan demikian, sesuai dengan kerangka teoretik, maka pada tahap inilah yang dinamakan dengan proses mobilisasi struktur (mobilizing structure), yakni tahap bahwa suatu gerakan akan mencapai keberhasilan secara efektif jika gerakan tersebut mempunyai sebuah organisasi pergerakan. Jadi, mobilisasi struktur merupakan kendaraan kolektif (organisasi pergerakan), baik formal maupun informal, yang dengan organisasi tersebut para anggota pergerakan tersebut bisa memobilisasi dan melakukan aksi kolektif. 
3. Penyusunan Proses Gerakan (Framing Process) 
Dalam menyusun proses gerakan ini, kelompok Islam politik melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan segala cita-cita dan perjuangan organisasi, yakni tegaknya syariat Islam dan bahkan tegaknya khilafah islamiyah. Dalam konteks ini, ada dua hal yang sangat penting untuk dikedepankan, yakni melakukan pergolakan pemikiran (al-shira’ al-fikri) dan juga perjuangan politik (al-kifah as-siyasi). Pergolakan pemikiran dilakukan dengan cara menentang berbagai keyakinan, ideologi, aturan, dan pemikiran yang rusak; menolak segala akidah yang batil serta pemikiran yang salah dan sesat dengan mengungkap kesesatan dan pertentangannya dengan Islam; dan membersihkan umat dari segala pengaruh pemikiran dan sistem kufur. 

Pergolakan pemikiran dilakukan Islam politik melalui berbagai sarana seperti media cetak dan elektronik. Media cetak yang dijadikan sarana meliputi penerbitan berbagai buku, majalah, buletin al-Islam yang terbit mingguan, dan berbagai leaflet yang disebarkan kepada masyarakat. Kelompokk Islam politik juga memamnfaatkan media elektronik, yaitu internet dengan membuat berbagai website. 

Sistem politik yang digunakan di Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Inti sistem demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi mengajarkan bahwa kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, hak tertinggi untuk melahirkan hukum ada di tangan rakyat. Inilah paham yang paling bertentangan secara diametral dengan Islam politik dan sekaligus menjadi sumber malapetaka, karena jika manusia diberi kesempatan untuk membuat hukum, maka hukum yang dibuat akan senantiasa dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri, kelompoknya, dipengaruhi oleh lingkungan, dibatasi oleh tempat, terikat oleh waktu, zaman, dan seterusnya. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan pasti akan menimbulkan perselisihan, pertentangan, kezaliman, dan ketidakadilan sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran pada umat manusia. 

E. Kesimpulan 

Fenomena kelahiran kembali Islam politik merupakan sebuah fenomena logis dalam konstelasi politik di tanah air. Kontestasi Islam politik pasca reformasi sampai saat ini merupakan bentuk kekecawaan mereka terhadap rezim-rezim sebelumnya. Dalam konteks gerakan Islam politik merasa terpanggil dan berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan kekuasaan Islam politik dengan memformulasikan arah perjuangannya lewat jalur organisasi politik Islam ideologis dengan menggusung penerapan syari’at Islam. 

Kontestasi yang dilakukan dengan memanfaatkan peluang politik (political opportunities), memobilisasi struktur (mobilizing structures), dan melakukan penyusunan proses gerakan (framing process).  Alhasil fenomena kontestasi Islam politik pasca reformasi yakni: pertama, memanfaatkan peluang politik, yaitu peluang reformasi untuk mengakhiri gerakan bawah tanah menjadi gerakan legal sehingga dapat bergerak dengan leluasa. Kedua, memobilisasi struktur, yang terdiri dari mobilisasi internal dengan melakukan pengkaderan secara intensif dan mobilisasi eksternal dengan menyuarakan penegakan syariat Islam dan khilafah. Ketiga, framing proses gerakan, yakni dengan cara melakukan pergolakan pemikiran dengan menentang segala pemikiran dan sistem dari Barat, seperti demokrasi, nasionalisme dan HAM.  Ketiga kerangka strategis itulah yang menjadi bagian dari gerakan Islam politik dalam menegakkan syariat Islam. 
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